
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Efektivitas Alternative Penyelesaian Sengketa Klaim Polis Asuransi
Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 761/Pdt.Sus-BPSK/2022) = The
Effectiveness of Alternative Settlement of Insurance Policy Claims
through the Consumer Dispute Resolution Body (Case Study of
Supreme Court Decision Number 761/Pdt.Sus-BPSK/2022)
Alfian Septawibisono, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920541018&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Pengajuan klaim yang sulit dan berujung kepada penolakan klaim polis asuransi merupakan salah satu

kendala yang sering dialami konsumen. Beberapa konsumen memilih BPSK sebagai Lembaga alternatif

Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa polis asuransi untuk mendapatkan keadilaan dan

kepastian hukum dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, disisi lain terdapat adanya

proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dalam menyelesaikan sengketa klaim polis

asuransi ke Pengadilan Negeri, dan sampai ke tingkat Kasasi yang ujung-ujungnya Putusan BPSK dianulir

oleh Majelis Hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan terhadap putusan majelis

hakim yang menguatkan Putusan BPSK dan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui

BPSK dengan adanya proses keberatan dan penolakan putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan

metode non-dokrtinal (Socio Legal Research). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa majelis hakim menilai

pokok perkaranya bukan bersumber dari wanprestasi atas hutang piutang (perjanjian pokok) dan faktanya

ada kerugian yang diderita oleh konsumen kemudian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pada

BPSK, peneliti menemukan data statistik dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari BPSK Prov DKI

Jakarta. BPSK masih efektif untuk menyelesaiakan sengketa polis asuransi dengan melaui mediasi atau

konsiliasi karena tidak terdapat proses keberatan dari hasil keputusan BPSK tersebut. Namun dalam

faktanya terhadap pertimbangan majelis hakim masih Terdapat perbedaan cara pandang antara Majelis

Hakim satu dan lainnya di Mahkamah Agung terkait dengan kewenangan BSPK dan apa yang menjadi tolak

ukur sengketa konsumen. Kemudian mengenai efektifitas penyelesaian sengketa di BPSK, masih banyak

kekurangan mulai dari eksekusi putusan yang masih ambigu, SDM yang kurang memahami sengketa,

prasana dan sarana yang sangat terbatas.

......The submission of difficult claims and the rejection of insurance policy claims is one of the obstacles

often experienced by consumers. Some consumers choose BPSK as an alternative Dispute Settlement

Institution in resolving insurance policy disputes to obtain justice and legal certainty with mechanisms

through conciliation, mediation and arbitration. On the other hand, there is an objection process filed by

unsatisfied parties in resolving insurance policy claim disputes to the District Court, and up to the Cassation

level, which ultimately results in the BPSK Decision being annulled by the Panel of Judges. This research

was conducted to determine the consideration of the decision of the panel of judges that upheld the BPSK

Decision and to determine the effectiveness of dispute resolution through BPSK in the presence of the

objection process and the rejection of the BPSK decision. This research was conducted using the non-

docrtinal method (Socio Legal Research). The results of this study found that the panel of judges assessed

that the subject matter of the case did not originate from default on debt and credit (main agreement) and in
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fact there were losses suffered by consumers then regarding the effectiveness of dispute resolution at BPSK,

researchers found statistical data and information obtained from BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK is still

effective in resolving insurance policy disputes through mediation or conciliation because there is no

objection process from the BPSK decision. However, in fact, there are still differences in perspective

between the panel of judges in the Supreme Court related to the authority of BSPK and what is the

benchmark for consumer disputes. Then regarding the effectiveness of dispute resolution in BPSK, there are

still many shortcomings starting from the execution of decisions that are still ambiguous, human resources

who do not understand disputes, very limited infrastructure and facilities.


